





A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Penumpang Pada Kereta Api  
1. Pengertian Hukum Pengangkutan  
Pengangkutan dapat diartikan sebagai kegiatan pemuatan 
penumpang atau barang ke dalam  alat pengangkut, pemindahan 
penumpang  atau barang ke tempat  tujuan dengan  alat pengangkut,  
dan  penurunan  penumpang  atau  pembongkaran  barang  dari  alat  
pengangkut  di  tempat  tujuan  yang  disepakati.  Hukum  
pengangkutan adalah  sebuah  perjanjian  timbal  balik , dimana pihak  
pengangkut  mengikat  diri  untuk menyelenggarakan pengangkutan 
barang atau penumpang ke tempat tujuan tertentu,   sedangkan   pihak   
pengguna   jasa   (penumpang)   berkeharusan   untuk  melakukan 
pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.
5
 
 Hukum  pengangkutan  jika  ditinjau  dari  segi  keperdataan,  
dapat  diartikan  sebagai  keseluruhan  peraturan  peraturan,  di  dalam  
dan  diluar  kondifikasi  yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk 
mengatur hubungan-hubungan hukum yang  terkait  karena  keperluan  
pemindahan  barang-barang  dan  orang-orang  dari  suatu tempat  ke 
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   2. Tujuan Pengangkutan Perkeretapian 
   Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan 
untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai 
guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut.Pengangkutan 
PT KAI wajib mengangkut penumpang yang telah memiliki karcis 
penumpang sesuai dengan tingkat pelayanan yng disepakati. 
Pengangkut wajib mengganti kerugian akibat kelalaian pengangkut 
sesuai dengan perjanjian dan ketentuan Undang-undang 
Perkeretaapian. Sacara khusus, setiap jenis pengangkutan mempunyai 
tujuan yang khusus pula. Demikian juga pengangkutan dengan kereta 
api bertujuan untuk: 
a. Memperlancar perpindahan orang atau barang secara massal dengan 
selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib, teratur dan 
efesien.  
b. Menunjang pemerataan, pertumbuhan,stabilitas, pendorong dan 
penggerak pembangunan nasional. 
   3. Dasar Hukum Pengangkutan Perkeretaapian 
   Pengangkutan kereta api pada dasarnya merupakan perjanjian 
antara pengangkut dengan penumpang sehingga berlaku Pasal 1235, 
1338 KUH Perdata di mana PT KAI sebagai pengangkut menyediakan  
jasa untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dari suatu tempat 
tertentu ke tempat tertentu lainnya dengan selamat, tidak 
menimbulkan kerugian, dan penumpang dapat merasa nyaman dengan 
fasilitas yang diberikan. Penumpang dan/atau pengirim barang 
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berdasarkan Pasal 491 KUHD mempunyai kewajiban membayar 
ongkos-ongkos angkutan kepada PT KAI, sesuai dengan perjanjian 
pengangkutan yang dibuktikan dengan karcis atau surat muatan yang 
dimiliki oleh penumpang dan atau pengirim barang.  
Luas dan batas tanggung jawab pengangkut ditentukan oleh 
pasal 1236 dan 1246 KUHPerdata. Pengangkut dalam hal ini tidak 
dapat melakukan pengurangan atau penghapusan tanggung jawab, 
karena hal tersebut dapat terjadi apabila adanya persetujuan dari 
pengirim dan penerima (Pasal 1320 KUHPerdata) dan mengenai 
penghapusan tanggung jawab tidak dapat dilakukan bila terdapat 
unsur kesegajaan pengangkut (1338 KUHPerdata).
7
 
Selain KUH Perdata dan KUHD tersebut di atas, pengangkutan 
kereta api juga diatur dalam peraturan lain yaitu:  
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.  
2. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
3. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Perkerataapian. 
4. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Kereta Api. 
5. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang 
Perlindungan Konsumen. 
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  4. Asas-Asas Hukum Pengangkutan  
Menurut Abdulkadir Muhammad asas-asas hukum pengangkutan 
merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 
A. Bersifat publik  
Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kereta Api, asas-asas 
yang bersifat publik adalah sebagai berikut : 
1) Asas Manfaat 
Setiap pengangkutan harus memberikan nilai guna yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan, Peningkatan kesejahteraan rakyat dan 
pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga 
negara. 
2) Semangat Kekeluargaan 
Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan 
yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan 
dijiwai semangat kekeluargaan. 
3) Adil dan Merata 
Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan 
yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan 
biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 
4) Keseimbangan 
Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang 
serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna 
dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat 
serta antara kepentingan nasional dan internasional. 
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5) Kepentingan Umum 
Penyelenggara pengangkutan harus lebih mengutamakan 
kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. 
6) Keterpaduan 
Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, 
terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun 
antar moda pengangkutan. 
7) Kesadaran Hukum 
Pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum 
serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu 
sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan 
pengangkutan. 
8) Percaya Pada Diri Sendiri 
Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan 
kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta bersendikan 
kepribadian bangsa. 
B. Bersifat Perdata  
Menurut ketentuan Pasal 132 Undang-undang Kereta Api, asas-asas yang 
bersifat Perdata adalah sebagai berikut :  
1) Konsensual  
Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup 
dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi, untuk menyatakan bahwa 
perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan 
dengan atau didukung oleh dokumen angkutan. 
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2) Koordinatif  
Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara 
atau sejajar, tidak ada pihak yang mengawasi atau membawahi 
yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan 
melaksanakan perintah penumpang, pengangkut bukan bawahan 
penumpang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberi kuasa. 
3) Tidak Ada Retensi  
Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak 
terensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. 
Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas 
biaya pemiliknya 
4) Pembuktian Dengan Dokumen  
Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. 
Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian 
pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, 
misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) itu tanpa tiket.
8
  
Asas-asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum 
pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak yaitu pihak-
pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan 
pengangkutan, dan pihak pemerintah (penguasa). Sedangkan asas-asas 
yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang 
hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan 
niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. 
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   5. Hak, Kewajiban Dan Wewenang Penyelenggara Sarana Dan 
Prasarana Perkeretaapian 
A. Sarana Perkeretapian 
1. Hak penyelenggara sarana perkeretaapian. 
a. Penyelenggara sarana Perkeretaapian berhak menahan barang 
yang diangkut dengan kereta api jika pengirim atau penerima 
barang tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang 
ditetapkan sesuai dengan perjanjian. 
b. Pengangkut dapat menentunkan dalam perjanjian bahwa 
pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau 
kerusakan barang bawaan penumpang, kecuali jika terbukti 
bahwa kehilangan atau kerusakan barang itu disebabkan oleh 
kesalahan pengangkut atau kelalaian karyawannya. 
c. Pengangkut juga dapat menentukan dalam perjanjian bahwa 
pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap barang yang 
diangkut dengan syarat-syarat tertentu dan barang yang 
dilarang untuk diangkut dengan kereta api. 
2.  Kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian 
Menurut ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2007 
perkeretaapian di indonesia, kewajiban penyelenggara sebagai 
berikut: 
1)   Terhadap Penumpang 
a.  Bagi penumpang yang memiliki karcis, maka  
penyelenggara sarana perkeretaapian wajib: 
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1. Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang 
2. Mengutamakan pelayanan kepentingan umum 
3. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang 
ditetapkan 
4. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tariff 
pengangkutan kepada masyarakat. 
5. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api 
6. Mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi  
pembatalan dan penundaan keberangkatan, 
keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan 
lintas kereta api disertai alasan yang jelas.
9
 
b. Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan  kereta 
api, penyelenggara wajib mengganti biaya yang telah dibayar 
oleh calon penumpang yang telah membeli karcis, tetapi 
penumpang boleh membatalkan keberangkatan, bila melapor 
kepada penyelenggara kurang dari 30 menit dari 
keberangkatan, maka penumpak tidak dapat ganti, jika melapor 




c. Apabila dalam perjalanan, kereta api terdapat hambatan atau 
gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat 
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melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati 
ataupun dengan adanya hambatan tersebut menyebabkan 
keterlambtan kedatangan pada kereta api  maka penyelenggara 
wajib: 
1. Menyediakan pengangkutan dengan pengangkutan lain atau 
moda pengangkutan lain sampai stasiun tujuan, atau 
2.  Memberikan ganti kerugian senilai harga karcis.
11
 
Bila penyelenggara tidakmenyediakan kereta api lain atau 
moda pengangkutan lain sampai stasiun tujuan atau tidak 
memberi ganti kerugian senilai harga karcis dikenai sanksi 




3.   Wewenang 
a.  Selama kegiatan pengangkutan orang dengan kereta api, 
penyelenggara berwenang untuk: 
1. Memeriksa karcis yang dimiliki pengguna jasa. 
2. Menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis 
3. Menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat  yang 
mengganggu perjalanan kereta api. 
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap 
masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap 
perjalanan kereta api.
13 
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b.  Penyelenggara dalam keadaan tertentu dapat membatalkan  
perjalanan kereta api apabila terdapat hal-hal yang dapat 
membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan 
umum.
14 
c.  Dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api, 
penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang: 
1. Memeriksa kesesuaian barang dengan surat pengangkutan 
barang. 
2. Menolak barang yang akan diangkut yang tidak sesuai 
dengan surat pengangkutan barang. 
3. Melaporkan kepada pihak berwajib apabila barang yang 
akan diangkut merupakan barang terlarang.
15 
d. Apabila terdapat barang yang diangkut dianggap 
membahayakan keselamatan, ketertiban dan kepentingan umum. 





B. Tinjauan Umum Perjanjian Pengangkutan Kereta Api 
1. Definisi Perjanjian 
     Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat di dalam Pasal 
1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
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terhadap satu orang lain atau lebih.
17
 Istilah perjanjian sendiri sering 
disebut juga dengan persetujuan yang berasal dari bahasa Belanda 
yakni overeenkomst. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan 
juga persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untu melakukan 
sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan 
persetujuan) itu adalah sama artinya”.18 
   Sedangkan dalam buku Yahya Harahap disebutkan menurut 
Sudikno Mertokusumo “Perjanjian adalah hubungan 
hukum/rechtshandeling dalam hal mana satu pihak atau lebih 
mengikat diri terhadap satu atau lebih pihak lain”. Menurut Wirjono 
Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang 
menyangkut mengenai harta benda kekayaan antara para pihak, di 
mana di satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan 
sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain 
berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian tersebut.
19
 
   Berbagai definisi perjanjian yang dinyatakan oleh beberapa ahli 
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan 
hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling 
mengikatkan dirinya satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan 
hak dan kewajiban masingmasing. Perjanjian berisi kaedah tentang 
apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan 
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perjanjian yaitu hak dan kewajiban. Jadi perjanjian hanya mengikat 
dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja, tetapi mempunyai 
kecenderungan untuk menjadi hukum yang mengikat setiap orang 
secara umum. 
  2. Perjanjian Pengangkutan   
  Perjanjian pengangkutan sebagai langkah awal sebelum terjadinya 
peristiwa pengangkutan. Perjanjian ditujukan untuk tercapainya 
persetujuan untuk mengikatkan pihak pengirim dengan pengangkut 
untuk melakukan pengangkutan orang atau barang. Sebelum barang 
diangkut oleh pihak pengangkut terdapat langkah yang perlu 
diselesaikan oleh pengrim mengenai pembayaran dan dokumen barang 
yang akan diangkut.   
Perajanjian pengangkutan terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata 
yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sukardono menjelaskan bahwa 
perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik pada 
mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelangarakan 
pengangkutan barang orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak 
lainya (penerima pengirim, atau penumpang) berkeharusan untuk 
menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.
20
 
Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak 
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari 
satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainya menyangupi unntuk 
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 Perjanjian pengangkutan dalam jual-beli 
barang maupun jasa melibatkan beberapa pihak, yang dimaksud dalam 
hal ini yaitu meliputi pihak penjual, pembeli, dan pihak ekspeditur 
(pengangkut). Pihak-pihak yang terlibat memiliki kedudukan tersendiri 
yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi. 
  3. Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan  
  Subjek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak, subjek 
hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam 
hubungan hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang terlibat secara 
langsung dalam proses perjanjian sebegai pihak dalam perjanjian 
pengangkutan.
22
 Pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan 
mereka yang melakukan transaksi jual-beli barang ataupun jasa 
sehingga pihak tersebut terdiri atas pengirim, pengangkut, dan 
penerima.  
  Klasifikasi subjek hukum pengangkutan, pihak-pihak dalam 
perjanjian pengangkutan adalah mereka yang secara langsung terikat 
memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjian 
pengangkutan yang terdiri dari: 
a. Pengangkut 
Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni 
pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, 
barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan 
sesuai yang telah diperjanjikan.  
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b. Pengguna Jasa/ Konsumen  
Dalam Pasal 1 angka 12 UUKA yang dimaksud dengan pengguna 
jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan 
jasa angkutan kereta api, baik angkutan orang maupun barang”. 
Pengguna jasa atau konsumen menurut UUPK adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.12 Pengguna jasa/ 
konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 
1. Pengirim 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak 
mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, 
dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim 
adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar 
pengangkutan barang dari pengangkut.  
2. Penumpang  
Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan 
pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban 
untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang 
ditetapkan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang 
mempunyai dua status, yaitu sebagai obyek karena dia 
adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai obyek karena dia 
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  4. Akibat Lahirnya Perjanjian Pengangkutan Kereta Api  
Perjanjian adalah kesepakatan antara dua subjek hukum atau lebih 
yang melahirkan prestasi di antara para pihak perjanjian. Kesepakatan 
tersebut tertuang dalam perjanjian pengangkutan yang akan 
menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda dari masing-masing 
pihak. Dalam hal ini Hak dan kewajiban penumpang kereta api yang 
ditimbulkan akibat adanya perjanjian tersebut adalah:  
1. Hak Penumpang Pada Tiket  
a. Penumpang berhak membatalkan tiket;  
b. Penumpang berhak merubah tanggal, jam keberangkatan, nomor 
tempat duduk atau berganti Kereta Api dengan syarat khusus;  
c. Khusus penumpang yang kehilangan boarding pass di atas Kereta 
Api. Jika bukti identitasnya sesuai dengan daftar manifest 
penumpang, maka penumpang tersebut berhak atas dokumen 
pengganti boarding pass dan dapat melanjutkan perjalanan tanpa 
dikenakan biaya.  
2. Kewajiban Penumpang Pada Tiket 
a. Setiap penumpang wajib memiliki tiket;  
b. Semua penumpang berusia di atas 17 tahun wajib menunjukkan 
bukti identitas diri yang resmi (KTP/ SIM/ Pasport/ ID/ Lainnya);  
c. Setiap penumpang yang telah memiliki bukti transaksi (sms notifikasi, 
email notifikasi, struk, resi pembayaran, print out bukti transaksi dari 
loket) wajib melakukan check in mulai 7 x 24 jam sebelum jadwal 
keberangkatan Kereta Api untuk mendapatkan boarding pass. 
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C. Tanggung Jawab Dalam Hukum Positif Indonesia 
 1.  Bentuk Tanggung Jawab Secara Umum 
a. Tanggung Jawab Pidana  
Suatu yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep 
tanggung jawab hukum (liability). Seseorang secara hukum dikatakan 
bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia 
dapat dikenakan sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. 
Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri 
yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori 
tradisional terdapat 2 bentuk tanggungjawaban hukum, yaitu 
berdasarkan kesalahan (based on faulth) dan tanggungjawaban mutlak 
(absolute responsibility). 
b. Tanggung Jawab Perdata  
Di dalam Tanggung Jawab Perdata ini apabila seseorang dirugikan 
karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak 
terdapat suatu perjanjian, maka berdasarkan undang-undang juga timbul 
atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan 
kerugian itu. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata 
bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
c. Tanggung Jawab Administrasi  
Tanggung jawab administrasi tidak semata-mata hanya berfungsi untuk 
mengatasi kebebasan pemerintah dalam bertindak dan melaksanakan 
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fungsinya, tetapi juga melalui sarana hukum administrasi Negara, 
pemerintah mempunyai wewenang untuk meletakkan berbagai 
kewajibankewajiban kepada rakyat yang harus ditaatinya. Tanggung jawab 
pemerintah muncul akibat adanya 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan 
adanya hak dan kewajiban. Kewenangan serta hak dan kewajiban tersebut 
merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. 
   2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan  
Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-
apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). 
Pengaturan mengenai tanggung jawab juga diatur di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang mana telah tercantum dalam Pasal 1365 
hingga Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan 
bahwa “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian 
bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan 
atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 
Tanggung Jawab pengangkut adalah menyelangarakan pengangkutan. 
Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu 
yang menganggu keselamatan penumpang atau barang tersebut atau yang 
merugikan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. 
Dengan demikian, berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala 
kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut. 
Wujud dari tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi).
24
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 Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Revisi Pertama, 
FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 201 
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Dalam hukum pengangkutan dikenal adanya 5 prinsip tanggung jawab 
Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption Of Liability), Tanggung 
Jawab Atas Dasar Kesalahan  (Based On Fault Or Negligence), Tanggung 
Jawab Pengangkut Mutlak (Absolut Liability), Pembatasan Tanggung 
Jawab Pengangkut (Limitation Of Liability), Presumtion of Non Liability.
25
 
1.  Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Secara Umum 
a.Tanggung jawab karena kesalahan (fault liability) 
          Menurut   prinsip   ini,   setiap   pengangkut   yang   melakukan   
kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan   harus   
bertanggung   jawab   membayar   segala kerugian  yang  timbul  
akibat  kesalahan  itu.  Pihak  yang  menderita  kerugian  wajib 
membuktikan  kesalahan pengangkut.  Prinsip  ini  diatur  dalam  
Pasal  1365  KUH Perdata  tentang  perbuatan  melawan  hukum  
(illegal  act)  sebagai  aturan  umum (general rule). 
b. Tanggung jawab karena praduga (Presumption Liability) 
      Menurut  prinsip  ini,  pengangkut  dianggap  selalu  
bertanggung  jawab  atas  setiap kerugian  yang  timbul  dari  
pengangkutan  yang  diselenggarakannya.  Tetapi  jika pengangkut  
dapat  membuktikan  bahwa  dia  tidak  bersalah,  maka  dia  
dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Yang 
dimaksud dengan “tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian, 
telah berupaya melakukan tindakan yang   perlu   untuk   
                                                          
25
 Pramyastiwi, D. E. (2013). Perkembangan Kualitas Pelayanan Perkeretaapian 
Sebagai Angkutan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi 
Berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik, 1(3), 61-69. 
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menghindari   kerugian,   atau   peristiwa   yang   menimbulkan 
kerugian   itu   tidak   mungkin   dihindari.  Beban   pembuktian   ada    
c. Tanggung jawab mutlak (Absolute Liability) 
Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault or liability without 
fault) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan 
“absolute liability” atau “strict liability”. Dengan prinsip tanggung 
jawab mutlak dimaksudkkan tanggung jawab tanpa keharusan untuk 
membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu 
prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu 
yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataanya 
ada atau tidak.
26
 Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung 
jawab dengan alasan apa pun yang menimbulkan kerugian itu. 
Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: 
“Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang 
timbul karena peristiwa apa pun dalam penyelenggaraan 
pengangkutan ini.” 
Dalam kontek pengangkutan penumpang, konsumen disini 
merupakan penumpang yang mengunakan jasa angkutan dari  PT 
KAI, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen, yang menegaskan segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memeberikan 
perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk dapat 
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memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah 
dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka 
akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, dan 
menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan 
bertangung jawab. 
d. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (Limitation Of 
Liability)  
Limitation Of Liability adalah bahwa tanggung jawab pengangkut 
dibatasi sampai jumlah tertentu. Berdasarkan pasal dalam undang-
undang No 23 tahun 2007 tentang  Perkeretaapian yang 
direkomedasikan untuk diperhatikan : 
1. Pasal 28 Ayat 2b Perkeretaapian  
Tanggung jawab sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diberikan 
dengan ketentuan :  
Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang 
ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan 
kegiatannya.
27
 Pada Undang-undang No 1 tahun 2009 pengaturan 
mengenai tanggung jawab pengangkut dapat dilihat pada pasal 
141 – 147 : 
a) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang 
yang  meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang 
diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat 
dan/atau naik turun pesawat udara. 
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Malang. 2016. Hlm 50  
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b) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul 
karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau 
orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab 
atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan 
ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi 
tanggung jawabnya. 
Aturan ini menggunakan Prinsip Tanggung jawab Mutlak (Strict 
Liability), dimana pada ayat tersebut disebutkan bahwa 
pengangkut dikenai tanggung jawab tanpa melihat ada atau 
tidaknya kesalahan yang dari pengangkut 
e. Presumtion Of Non Liability  
Pengangkut dianggap tidak bertanggung jawab dalam prinsip ini, 
pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, 
bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya 
ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, 
tetapi terdapat pengecualian-pengecualian dalam mempertanggung 
jawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan.  
2. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam UU No 23 tahun  
      2007 tentang Perkeratapian 
a. Tanggung Jawab Karena Kesalahan (Fault Liability) 
Setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam 
penyelenggarakan harus bertanggug jawab membayar segala 
kerugian yang timbul akibat kesalahan. Pada   pengangkutan   
dengan   kereta   api,   penyelenggara   sarana   perkeretaapian 
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bertanggung  jawab  terhadap  pengguna  jasa  yang  mengalami  
kerugian  luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan 
pengoperasian kereta api.  
Tanggung jawab tersebut  dimulai  sejak  pengguna  jasa  
diangkut  dari  stasiun  asal sampai  setasiun tujuan  yang  disepakati.  
Tanggung  jawab  dihitung  berdasarkan  kerugian  yang nyata    
dialami.    Akan    tetapi,    penyelenggara    sarana    perkeretaapian   
tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau 
meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh 
pengoperasian pengangkutan kereta api.  
b. Tanggung Jawab Karena Praduga ( Presumption Liability ) 
Pengangkut  dianggap  selalu  bertanggung  jawab  atas  setiap 
kerugian  yang  timbul  dari  pengangkutan  yang  
diselenggarakannya.  Tetapi  jika pengangkut  dapat  membuktikan  
bahwa  dia  tidak  bersalah,  maka  dia  dibebaskan dari tanggung 
jawab membayar ganti kerugian itu. Beban pembuktian ada pada 
pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkutan. 
Dengan  demikian, bahwa  dalam  hukum  pengangkutan  
Indonesia  perinsip tanggung  jawab  karena  kesalahan  dan  karena  
praduga  kedua-duanya  dianut. Prinsip tanggung jawab karena 
kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab  karena  
praduga  adalah  pengecualian.  Artinya  pengangkut  bertanggung 
jawab  atas  setiap  kerugian  yang  timbul  dalam  penyelenggaraan 
pengangkutan,  tetapi  jika  pengangkut  berhasil  membuktikan  
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bahwa  dia  tidak  bersalah/lalai,  dia dibebaskan dari tanggung 
jawabnya. 
Dalam tanggung jawab ini juga diatur dalam Tanggung jawab ini 
juga diatur pada pengangkutan di darat yang menggunakan rel kereta 
api, tanggung jawab ini ditentukan di dalam pasal 28 Undang-
undang No 23 Tahun 2007 tentang  Perkeretaapian: 
1. Badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang 
diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang timbul 
dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Pengertian 
kerugian yang diderita oleh pengguna jasa tidak termasuk 
keuntungan yang akan diperoleh ataupun bagian biaya atas 
pelayanan yang sudah dinikmati. 
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan 
dengan ketentuan : 
a. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus 
dibuktikan adanya kelalaian petugas, atau pihak lain yang 
dipekerjakan oleh badan penyelenggara; 
b. Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi 
yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal 
penyelenggraan kegiatannya. 
Pengertian “ kerugian yang diderita pengguna jasa” tidak termauk 
keuntungan yang akan diperoleh ataupun bagian biaya atas 




   3. Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara Angkutan Kereta Api  
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian  
Dengan adanya bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus 
dilakukan oleh angkutan kereta api, maka pemerintah membuat 
pembenahan dan penyempurnaan terhadap Undang-undang No 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian yang mengatur mengenai terjadinya 
keterlambatan pada kereta api dan diatur dalam Pasal 133 ayat (1), (2) 
UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian : 
(1) Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api. 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib:  
a. mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;  
b. mengutamakan pelayanan  kepentingan umum;  
c. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;  
d. mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan 
kepada masyarakat; dan  
e. mematuhi jadwal keberangkatan kereta api. 
(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengumumkan kepada 
pengguna jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan 
keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau pengalihan 
pelayanan lintas kereta api disertai dengan alasan yang jelas. 
Mengenai pembatalan perjalanan kereta api, pengembalian karcis  dan 
juga ganti rugi terdapat di dalam pasal 134 ayat (1) (2) (3) (4) : 
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(1) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengganti biaya 
yang telah dibayar oleh orang yang telah membeli karcis. 
(2) Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan 
keberangkatan dan sampai dengan batas waktu keberangkatan 
sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada Penyelenggara 
Sarana Perkeretaapian, orang tersebut tidak mendapat 
penggantian biaya karcis. 
(3) Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan 
keberangkatan sebelum batas waktu keberangkatan sebagaimana 
dijadwalkan melapor kepada Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian, mendapat pengembalian sebesar 75% (tujuh 
puluh lima perseratus) dari harga karcis. 
(4) Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau 
gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat 
melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati, 
penyelenggara sarana perkeretaapian wajib:  
a. menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda 
transportasi lain sampai stasiun tujuan; atau  
b.  memberikan ganti kerugian senilai harga karcis 
Pihak PT KAI sudah meminimalisir terjadinya masalah keterlambatan 
kereta api dengan terus berupaya memberikan upaya yang terbaik, 
tetapi terjadinya reiko tetap saja bias terjadi salah satu upaya PT KAI 
adalah Kompensasi dan memberian ganti rugi merupakan bentuk dari 
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tanggung jawab PT KAI dalam mengatasi masalah keterlambatan 
kedatangan kereta api yang sering terjadi.  
    4. Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara Angkutan Kereta Api 
Berdasarkan Permenhub 47 Tahun 2014 Tentang Standar 
Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api 
Dalam hal terjadi keterlambatan kedatangan dan juga 
keberangkatan Kereta Api, PT KAI wajib untuk memberikan konpensasi 
kepada penumpang hal ini merupakan tugas yang menjadi Tanggung 
Jawabnya, ketentuan mengenai kompensasi tersebut terdapat di dalam 
pasal 5 ayat  (3) (4) (5) : 
(3) Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan datau 
gangguan yang mengakibatkan keterlambatan datang di stasiun 
kereta api tujuan pada perjalanan kereta api antarkota, maka 
setiap penumpang mendapatkan kompensasi berikut:  
a. Lebih dari 3(tiga) jam wajib diberikan minuman dan makanan 
ringan; 
b. Selanjutnya lebih dari 5(lima) jam diberikan kompensasi 
berupa makanan berat dan minuman, dan berlaku kelipatannya. 
(4) Apabila dalam perjalanan kereta api antarkota terdapat hambatan 
atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat 
melanjutkan perjalanan sampai stasiun kereta api tujuan, 
penyelenggara saranan wajib menyediakan angkutan dengan 
kereta api lain atau moda transportasi lain sampai staisun kereta 
api tujuan atau memberikan ganti kerugian senilai harga tiket  
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(5) Pada setiap stasiun kereta api keberangkatan apabila terjadi 
keterlambatan perjalanan kereta api antarkota, penyelenggara 
sarana wajib mengumumkan alasan keterlambatan kepada calon 
penumpang secara langsung atau melalui media pengumuman 
selambat-lambatnya 45(empat puluh lima) menit sebelum jadwal 
keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya 
keterlambatan. 
    5. Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara Angkutan Kereta Api 
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan  UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
mengenai hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 huruf h : 
  (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai degan perjanjian atau tidak sebagaimana mesinya 
Selain dari pasal diatas terdapat pasal lain mengenai pemberian ganti rugi 
menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat di dalam 
pasal 19 ayat  (2) : 
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud  dapat berupa pengembalian 
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 
setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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Ganti rugi merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum 
perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, 
diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus 
bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan 
kepada pihak yang terkait. Dalam hal menghindari kerepotan umtuk 
menangani banyaknya tuntutan konsumen dan kesulitan yang mungkin 
timbul dalam hubungan perdagangan pelaku usaha menutup beban 
tanggung jawab dengan mengansuransikan setiap resiko yang ada kepada 
perusahaan asuransi. Dengan demikian sebagai akibat pengalihan resiko, 
pihak perusahaan asuransi lah yang kemudian bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi kepada konsumen.  
Dalam hal ini sebagai pelaku usaha yaitu PT KAI dapat 
memberikan tanggung jawab dengan memberikan kompensasi yang 
seharusnya apabila terjadi keterlambatan kedatangan kereta api. Dengan 
begitu penumpang kereta api selaku konsumen bagi PT KAI akan merasa 
bahwa hak-hak nya terlindungi dengan baik dan PT KAI sendiri sudah 





Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 






Kedatangan Kereta Api 
Penumpang Terhadap 
Kinerja Daerah Operasi 1 
Jakarta. 
Keterlambatan kedatangan 
Kereta Api penumpang di daerah 
operasi 1 Jakarta pada tahun 
2015 rata-rata 25,00 menit, kelas 
bisnis 34,33 menit, kelas 
ekonomi 32,67 
menit.Keterlambatan kedatangan 
disebabkan oleh semua bagian 
yang terkait dan operasi kereta 
api. 
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Masjraul Hidayat, Djoyo Anggoro, Iqbal 
Firdaus berada di Daop 1 Jakarta dan lebih menekankan pada kinerja dari Daop 1 
Jakarta bukan mengenai tanggung jawab yang diberikan apabila terjadi 





Keperdataan PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) 
atas Kecelakaan Yang 
Terjadi Saat Mengangkut 
Penumpang.  
Tanggung Jawab PT KAI 
terhadap penumpang dimulai 
saat sejak penumpang diangkut 
dari stasiun asal sampai stasiun 
tujuan. Apabila diperjalanan 
penumpang mengalami 
kecelakan seperti luka-luka atau 
meninggal semua Tanggung 
Jawab dilimpahkan pada asuransi 
PT Jasa Raharja Putera. 
Perbedaan: Tanggung Jawab yang diberikan apabila terjadi kecelakaan pada kereta 
api yang menyebabkan kerugian pada penumpang seperti luka-luka atau meninggal 
dunia, perbeda dengan penulis mengenai tanggung jawab apabila terjadi 
keterlambatan kedatangan rangkaian kereta api penumpang. 
3 Henry Cahya 
Sugiarto, 2009 
Tanggung Jawab 
Keperdataan PT KAI 
Dalam Pengiriman 
Barang Muatan 
Berdasarkan UU No 23 
Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaapian  
Tanggung jawab apabila barang 
milik penumpang mengalami 
kerusakan, terlambat atau dalam 
keadaan yang tidak utuh saat 
diterima oleh pihak penerima 
apabila dapat dibuktikan hal itu 
merupakan kesalahan dari pihak 
pengangkut maka pihak PT KAI 
wajib bertanggung jawab 
menganti kerugian yang diderita 
oleh pihak penerima.  
Perbedaan: Pertanggungjawaban PT KAI disini apabila terjadi keterlambatan 
kedatangan barang milik konsumen atau barang mengalami rusak, atau tiba ditempat 
tujuan dengan tidak utuh, bukan mengenai keterlambatan kedatangan penumpang.  
 
